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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA SURAKARTA, 

Mer~imbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 9 T a h ~ ~ n  2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 maka untuk 
kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan anggaran/ keuangan 
dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Surakarta Tahun Anggaran 2010; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45 ); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Ta h ~ ~ n  2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rep~~blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repi~blik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 IVomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia IVomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lem baran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 4421); 

8. Llndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 
Llndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Llndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Repu bli k Indonesia Ta hun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repclblik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahi~n 2000 Nomor 210, Tambahan 
lembaran Negara Repi~blik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwa kilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Repu bli k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Repi~blik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 47 12); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 IVomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Repl~ bli k Indonesia Nomor 4502); 

Peraturan Pemerinta h Nomor 24 Ta hun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarrlbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia IVomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penera pan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

Perat~~ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang lY ilik NegaraIDaerah (Lerrlbaran Negara Republi k 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peratl-ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Mili k NegaraIDaera h (Lerrl baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 IVomor 78, Tarrrbaha~i 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4855); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repu bli k Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang IVegaraj Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahm 2007 Nomor 83, Tarr~bahan Lembaran Negara 
Repu bli k Indonesia Nomor 4738); 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas tentang 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah; 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 
2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Ta hun 2007 Nomor 
2); 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Perang kat Daera h Kota Sura karta (Lem baran Daera h 
Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6 ); 

Peraturan Daerah IVomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 
2008 Nomor 8 ); 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daera h Kota Surakarta 
Tahun 2009 Nomor 8); 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 
Nomor 10); 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peratl- ran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Per~~bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daera h; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tekr~is Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam IVegeri IVomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010; 



4. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 2010; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republ'i k Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakscld dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Surakarta. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausa haan, pelaporan, pertanggungjawa ban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daera h. 

9. Satuan Keja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranl pengguna 
barang. 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranlpengguna 



barang, yang juga mela ksana kan pengelolaan keuangan daera h. 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala 
satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daera h. 

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi SKPD. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PKK adalah pejabat 
pada unit keja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima/menyimpan, mem bayarkan, menatausa ha kan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas 
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaranl pengguna barang 
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

Unit Ke j a  adalah bagian dari SKPD yaqg melaksanakan satu atau beberapa program. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD 
adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Pembang~~nan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Keja 
Pemerintahan Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 



Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang 
dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, 
PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta as~~msi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah 
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD ~ l n t ~ ~ k  setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 
sebelum disepakati dengan DPRD. 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah 
dok~~men perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusl-inan Anggaran SKPD. 

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keua~gan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah. 

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatanlprogram yang akan atau telah dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang 
terukur. 

Fungsi adalah perwujudan tugas ke pemerintahan di bidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 
kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyara kat. 

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu 
atau lebi h kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit 
ke j a  pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 
barangljasa. 

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang 
diharapkan dari suatu kebijakan. 

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Walikota untuk menarrlpung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 



ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk merr~bayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank Jateng 
cabang Surakarta selaku Kas Daerah. 

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. 

Pendapatan Daera h adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih. 

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang 
nilai kekayaan bersih. 

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja 
daerah. 

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belarrja 
daerah. 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danlatau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih 
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima 
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

Piutang Daerah adalah jurr~lah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah 
danlatau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai aki bat 
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
akibat lainnya yang sah. 

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib di bayar pemerintah daerah danlatau 
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, pe janjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

Dana Cadangan adalah dana yang disisit~kan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti 
bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan perr~biayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Umum Daerah. 

Dokl- men Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selarljutnya disebut DPPA- 
SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 



Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah 
yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan, belanja dan pem biayaan yang diguna kan sebagai dasar pela ksanaan 
perubahan anggaran oleh Pejabat Perlgelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lanjutan Pejabat Pengelola Keuangan 
daerah yang selanjutnya disingkat DPPAL-PPKD adalah dokumen yang memuat 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah, (merupakan program lanjutan pada tahun lalu). 

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arm kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang 
CU~LIP guns mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan 
Surat Permintaan Pembayaran. 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatanlbenda hara pengeluaran untu k mengaju kan permintaan pem bayaran. 

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan 
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaranl bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pem bayaran langsung dan uang 
persediaan. 

SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada piha k ketiga atas dasar pe rjanjian kontra k ke j a  atau 
swat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dok~~mennya disiapkan oleh PP-rK. 

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang 
digunakanlditerbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/ DPA-PPKD/ DPPA-SKPD/ DPPA- 
PPKD/ DPAL-SKPD. 

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran l-intuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD/ DPA-PPKD/ DPPA-SKPD/ DPPA-PPKD/ DPAL-SKPD 
yang digunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 



atas be ban pengel uaran DPA-SKPD/ DPA-PPKD/ DPPA-SKPD/ DPPA-PPKD/ DPAL- 
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah 
dibelanjakan. 

69. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM- 
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/ DPA-PPKD/ 
DPPA-SKPD/ DPPA-PPKD/ DPAL-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari 
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

70. Surat Perintah Merr~bayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/ DPA-PPKD/ DPPA-SKPD/ DPPA- 
PPKD/ DPAL-SKPD kepada pi ha k ketiga. 

71. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

72. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

73. Kerugian daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan 
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Pasal 2 

( 1  Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

(2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Walikota melimpahkan 
sebagian atau seluruhnya kepada : 

(a) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 
(b) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 
(c) Kepala SKPD sela ku Peja bat Pengguna Anggaranl Pengguna Barang . 

Pasal 3 

Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2010 tercantum dalam Lampiran I dan form yang digunakan dalam 
proses pelaksanaan penatausahaan tercantum dalam Lampiran I1 Keputusan ini. 

Pasal 4 

Penempatan Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Koordinator 
Surakarta selaku Kas Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota. 



Pasal 5 

Hal-ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, Keputusan Walikota / 
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai kewenangannya. 

Pasal 6 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor I -A Tahun 
2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2009 dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. 

Agar setiap orang meflgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Ditetapkan di Surakarta 
. ,. pada tanggal 18jarwclri zM0 
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